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ABSTRACT
To bc a hawker con(rlrltcs a {inal choice for ajob seeker A Irmircd cdpirat makes them unablc
to rcnt a space in a building, market or at a relatively expensr!c to.rrion provided by Regionat
Covernmenl o, DKI Jaktrra, besides thcy have ro pay eirhe. illcgrl lcvies or face lhc risk of
having lcss buyers. As profits are indeed difficulr io gain, then lhey flock ro the ptaces where
lherc .tre many buyers or ro pick up buyers in places \rhere they arc fdbidden ro sell. Thcy
lend 1o change rhe beautiful and comlorrable Jal(arta into a rncssy towD with a hcclic
lransporlation syslem, and it disturbs rhe social order This papcr discusses the retationship
betwccn lhe legaleffectilcncss and hawker mainrcnance in Jakarra

Kata kuncir Efektivitas Hukum, Pedagang Kaki Lima, Sosiologi Hukum.

I. PENDAHULUAN
Di Indonesia, kita sering men,

dengar atau hampir tidak asing la-
gi bagi kita tentang kata-kata "ma,
syarakat adil dan makmur". Istilah
ini mudah didengar dan sering di-
temukan baik pada pidato para pe-
jabat birokrasi maupun tulisan
tulisan di berbagai publikasi. Isri-
lah masyarakat adil dan makmur
merupakan tujuan akhir bernegara

Makalah ini disampaikan pads Diskusi
Tcrlokus Perda Nomor 5 Tahun t978. Dcw,n
Pcrwakilan Rakyrr Daerah DKI Jakarra pada
hnsgal 5 Dcscmher 2006 di Hotcl
Borohudur, Jaka(a.

Doscn tetap Fal(uhas Hukum, Universiras
Tdrumanagara lakarta

bangsa Indonesia. Untuk menca-
pai masyarakat adil dan makmur
diperlukan alat agar cita-cita ter-
sebur dapat tcrcapai, yakni dengan
pembangunan. Pembangunan su-
dah menjadi instrumen bagi bang-
sa Indonesia dalam tner'aih cita-
cita tersebut-

Pembangunan yang dilakukan
untuk mencapai masyarakat adil
dan makmur tidak terjadi secara
merata di scluruh Indonesia. Ada
kecenderungan pembangunan le-
bih pesat dilakukan hanya di pu,
iau Jawa padahal konsentrasinya
hanya terjadi di Daerah Khusus
Ibu Kota (DKI) Jakarta. Seriap
tahun pemerintah daerah Jakarta
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meoerima tenaga musiman dari
luar Jakarta yang mencari peker-
jaan dengan pendidikan dan kete-
rampilan yang kurang memadai.
Keberllasilan para urbanis di Ja-

k ta mendorong orang-orang de
sn hijrah ke kota kota besar. Do-
rongan akan semakin kuat jika
karrpung halamun belum mampu
menyediakan pekerjiran yang me
mddi1i.

Tamrin A. Tomagola mcnya
lakan urbanisasi musiman me-
mang terjadi akib^t centet of
grdvllr, magnet kota besar yang
menalik penduduk di pedesaan

rnengadu nasib di perkotaan.
Magnct itu berasal dari dua ke
kultan yakni ekonomi politik dan
sorial budaya. Kedatangannya
pun karena terimingimingi teman
ya g tclah berhasil atau berita
yang menggiurkan untuk dapat
hidup di Jakarta. Bagi sebagian
kaum urban yang berketerampilan
agak mudah dan berpeluang men-
dapatkan pekerjaan sekalipun se-

bagai pekerja kasar, scdangkan
scbagian lagi yang kurang memi-
liki kctcrampilan dirn pcrdidikan
yang rcrdeh cenclerung terjun ke
dunia inlormal. Mereka berda-
gang dcngan modal seadanya se-

bagri pedagang kaki lima.
Berdasar Survei Bappenas ta-

hun 2002, kuantitas pedagang ka-
ki limu (selanjntnya PKL) selalu
prrelcl dengan tingkat pemutusan
hubunglrn kerja ser'ta angka pe-
nllun!tgL[iu1. scrnakin tinggi m8

ka pemutusan hubungan ker.ja dan
ringkat pengangguran berarti jum-
lah PKL bertambah. Urbanisasi
juga menyurnbang pertambahan
jumlah PKL. Pendatang khusus-
nya dari pedesaan, umumnya ku-
rang memiliki kctcrampilan yang
memadai untuk bidang sektor for-
mal. Tindakan represif penertiban
dari pemerintah daerah tidak per-
nah menyelesaikan mxsalah, jus-
tru memupuk masalah sosial beru-
pa kebencian, antipati sena per-
lakuan tidak manusiawi-

Menjadi pedagang kaki Jinta

merupakan pilihan terakhir bagi
pendatang. Modal keuangan yang
terbatas tidak mernungkinkan me-
reka menyewa tempat di gedung,
pasar ataupun tempal tcmpat rela_

tif mahal yang disediakan Pcme-
rintah Daerah DKI Jakarta serta

sulitnya mendapatkan pekeriaan,
di samping itll harus membnyar
"pajak" tidak resmi dan juga sepi

dari pembeli. Keuntungan sulit di
peroleh. Mcreka menyerbu tempat
tempat yang banyak Pernbelinya
atau menjemput pembeli meski-
pun di tempat yang dilarang ber
jualan. Kota Jakarta yang semes-

tinya lertata indah dan nYaman

bcrubah menjadi scbuah kota sc

merawut. Kendaraan mengalanli
macet, lingkungan menj^di ku-
muh dan menganggu ketertiban
umum.

Sejak awal, pedagang kaki li-
ma mernallg sudah sxngat meng
gunggu arus lalu Iintas di u,ilayrh
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Jakarta. Mcreka mengambil selu

ruh area pejalan kaki dan hamPir

separuh jalur lalu lintas keDdara

an. Darnpaknya adalah jalur lalu
lintas di Jakarta menjadi lebih
sempit, Ierutama Pada titik-tiiik
yang rawan keramaian, sehingga

memperburuk kondisi kemacetan

yang terjadi (Yulyanto. 2006: 4).

Penanggulangan kondisj de-

mikian dilakukan dengan Pener-
tiban. Namun dalam Penertiban
ditemukan hal hal Yang dilematis.

karcna di mana ada keramaian

maka di sana akan muncul Pe-
luang untuk mencari nafkah bagi
para pedagang. Apapun yang di
pasarkan pasli bisa laku terjual,
mulai dari barang bckas hingga
barang baru yang dipalsukan atau-

pun barang barang hasil curian
yang bisa didapa! dengan sangat

mudah dan murah, sebaliknya bila
pembinaan tiduk dilakukan, mere-

ka cenderung memberikan andil

kesemerawutan dan kemacetan

kendaraan. Penertiban dapat dila-
kukan namun beberapa hari ke-

mudian PKL kembali berdagang.
Fungsi PKL sebaiknya dilihat

bukan hanya sebagai bagian dari

penciptaan atau penyediaan la_

pangan ker3a di sektor informal,
atau pedagang yang menimbulkan
masalah kota tetapi juga dapat

berfungsi sebagai penjaga siang

d^n malam ruang kota. Kebera
daan PKI juga dapat menjaga

kcamanan dari kejahatan Yang
rnungkin muncul sebagai kon_

sekucnsi pembangunan fisik se-

pefli apartcmen, ma1. Pcrkanloran
modcrn bcrlantai tinggi dengan

dinding-dinding tinggi rnenjadi-

kan sisi sisi luar bangunan men
jacli area yang tidak terawasi oleh

siapapun sehingga kejahatan tcr-
jadi tanpa pengawnsan. sebagai
mana dikutip Arnlan Yulianta-

Dalam upaya mcnanggulangi
masalah pcdagang kaki lirna di

Ibu Kota Negara RI. Pemcrintah

Daerah Khusus tbukota Jakarta

telah mengcluarkan Peraturan Da
erah Nomor 5 Tahun 1978 tentxng

Pengaturan Ternpat dan Usaha

Serta Pen'lbinaan Pcdagang Kaki
Lima Dalam WilaYah Dacrah

Khusus Ibukota Jakarta. Perda ini
berupayl unluk mernbina Peda-
girng kaki Iima agar daPat bcr-
dagang sesuai dcngan Pcraturan
tersebut. Penefliban Pedagang ka-

ki lima' merupakan bagian dari

tujuan Perdr Nolnor 5 lahun 1978

dalirm ranllka pembinaan usaha

kaki lima.
Untuk rnengawal pembinaan

pedagang kaki lima ini, sehingga

dapat mencapai cita-cita masyara_

kat adil dan makmur, posisi hu

kum di clalarn derap roda Pembi-
naan yang berputar tersebut men-
jadi semakin penting bahkan seca-

ra tegas dapill diletakkan sebagai
pendorong pembinaan pedagang

kaki lima pada khusLlsnya, dan

terhadap pcrtumbuhan ekonomi
bagi seluruh rakyat Indonesia pa-

da umunlrlya. Begitu pentingnya
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peran pembinaan schingga me-
nrcrlukan dukungan hukurn baik
duri personalia hukum yakni para
penegak hukum seperti hakinr.
jeksa. polisi. pengacara, dan pera
dilan yanS bcbas dan objektif.

Dalahr talaran implementasi-
sosiologis, pcran hukum dalam u-
paya mcncxpai masyarakat adil
Ll n Dakmur nrenunjukkan bahwa
Perda Nonror 5 Tahun 1978
lenlanE! Pengaiuran Tempat dan
llsaha Scrla Pcmbinaan Pedagang
Kali Lima Dalam Wilayah Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta. Perda
Nomor Il Tahun 1988 tentang
Kete(iban Unlum Dalarn Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
dan Perda Nornor 5 Tahun 1988
tentang Kcbcrsihan Lingkungan
chlarn Wilayah Daerah Khusus
lbukora Jakarla masih jauh dari

f irradigma scbagai hukum yang
cfiktif. t,'ntuk itu, penelitian ini
akan menyoroti tentang tu.juan
yang ingin dicapai dari Perda-
perda ini. Misalnya Pasal 2 ayat
(2) Perda Nomor 5 Tahun 1978
mcnvatakan: "Dilarang bcrdagang
ateu berusaha di bagian ateu

Lrotoar dan ternpat-tempat untuk
kepenlingan umum lainnya di iuar
ketentuan dimaksud pada ayat (l)
pasirl ini. "Tujuan pasal ini adalah
xgdr pcdirgang kaki lirna wajib
rnematuhi alau mentaatinya de-
ngan tidak bcrdagang atau berusa
ha di bagian alau trotoar dan
tenlpat lempat unluk kepentingun
IlrltLltTt.

II. PERN,IASALAHAN
Pemerintah Provinsi DKI Ja-

karla selalu saja mengalami keler-
lambatan dalam menangani kasus
pedagang kaki lima yang sudah
menjamur di mana-mana. Tidak
ada satupun tindakan pernerintah
daerah yang mencegah sejak dini
menjamurnya pedagang kaki lima
di Jakarta. Pcmerintah daerah DKI
Jakarta baru bertindak setelah
terjadi akibat dari menjamurnya
para pedagang kaki iinra tersebut.
Penanggulangan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah tidak di-
barengi dengan solusi nyata bagi
pedagang kaki Jima, akibatnya se-

tiap dilakukannya penertiban pe-
dagang kaki lima selalu saja ter
jadi tindakan-tindakan kekerasan
(rey'esrl), baik itu dari pihak apa

rat maupun pcdagang kaki lima
(Yulyanto, 2006: 5).

Masalah penelitian dan masa
lah lain yang dihadapi oleh Peme-

ntah Daerah Jakarta dalaln mem-
bina pedagang kaki lima adalah
apakah implemeniasi Perda No-
mor 5 Tahun 1978 dapat mencip-
takan harmonisasi antnra peda-
gang kaki lima dengan ketcrsc
diaan ruang publik, tata kota, dan

estetika ruang kota secara efektif?
Kendala apa yang dihadapi olch
Pemda dalanl membinu PKL agar
terjadi harmonisasi antara PKL
dengan ketersediaan ruang publik,
tata kola, dan estetika ruang kota.
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III. METODB PENELITIAN
Penelilian yang digunakan da

larn kajian ini adalah analisis
kualitatif. Penelitian ini dilakukan
di pepLlstakaan guna menyusun
kerangk+ tcori dan konsep. Data
empirik dipeloleh di lapangan de

ngan menggunakan pengamatan
iangsung peneliti terhadap PKL di
beberapa wilayah di daerah DKL
Hal ini karena keterbalasan waktu
peneliti. Penelitian ini diharapkan
merupakan penelitian awal yang
mungkin dapat diikuri dengan pe-
nelitian lanjutan secara kompre-
hcnsif. Keierbatasan waktu pun
membatasi lingkup materi yang
diteliti. yaitu hanya membahas hu-
bungan efekrivitas Perda Nomor 5

Tahun 1978 dengan pembinaan
pedagang kakai lima di wilayah
DKI Jakarta dan kaitannya dengan
ketersediaan ruang publik, tata ko
ta, dan estetika ruang kota secam

efektif.
Gejala yang muncul adalah

bagaimana mengusahakan agar
pcdagang kaki lima dapat mema-
tuhi kaidah Perda tersebut. Tentu
harus ada upaya percepatan lrans-
Iormasi sistem hukum dalam
tataran normatif dan empiris dari
sistem hukum lama yang pasif ke

arah sistern hukum yang responsif
ektif untuk men jamin tercapainya
kepastian hukum dengan mencip-
takan peradilan yang cepat, adil
dan murah. Artinya perlu evaluasi
pelaksanaan Perda untuk jangka

wiLktu ter'tcrtu untuk mclihat efek-
tivilasnya, dalam hal ini apakah
Perda Nornor 5 Tahun i978 teluh
nlrrnpu mendoronS pertumbuhan
ekononi pedagang kaki lima.
membina pcdagang kaki lima, dan
mcnghidupkan kescjahteraan sosi-
al para pcdagang lersebut.

IV. PEN{BAHASAN
A. Pengertian

Kata 'kaki lima" merujuk
pada penge ian pcdagang yang
menggelar dagangannya di tepi
jalan yang lebarnya lima kaki (flr.e

/€er) dari trotoar atau tepi jalan.
PKL ialah mereka yang melaku-
kan kegiatan usaha berdagang de-
ngan maksud mempcroleh peng-
hasilan lang sah. dan dilakukan
secara tidak telap dengan kemam
puan yang tcrbatas, berlokasi di
tempet atau pusal-pusat konsumen
dan tidak mcngenal waktu ter-
tentu. Luas tempat dagangan PKL
seluas lima kaki yang sempit itu
atau seluas langgrlantai di depan
rumah yang digunakan untuk ber-
dagang (Poerlvadarminla, 1976:

240).
Usaha kaki lima disebut se-

bagai usaha ekonomi informal,
karcna tidak memiliki ijin khusus
dan tidak mcmbayar pajak lang-
sung sebagri penerimaan negara
kecuali retribusi. Pilihan untuk
mencari nltlah ini merupakan
bagian drri hak asasi manusia
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yrng telah diutur dalam Pasal 27
ayat ( 1) UtlD 19,15 bahwa "T;ap-
liap warga negara bcrhak atas pe-
kcilan dan penghidupan yang la
)ak bagi kemanusiaan," dan da
lrm Undang undang Nonor 39
Ttihun 1999 lentang Hak Asasi
N{anusir tsab lll tentang Hak-hak
Asasi Manusia Dan Kebebasan
D{sar Manusia tentang hak untuk
hidup dan Pasal 9 ayat (l) yang
menyatakan setiap orang berhak
untuk hidup, mcmpcrtahankan hi-
dup dan neningkatkan taraf hi-
rlupnya. Kemudian Pasal 9 ayat
(21 nrcnyatakan sctixp orang ber-
hak hidup tenlram. aman, damai
dan juga bahagia, sejahtera, baik
luhir dan batin.

Kcmudian Pasal 38 ayat (2)
menyalakan "Setiap orang berhak
dengan bebas memilih pekerjaan

)'ang disukainya dan berhak pula
atas syarat-syarat ketenagakerjaan
yang xdil." karcna itu, sclayaknya
pe.lagang kaki lima, yang meru-
pirkan hagian dari sumbcr daya,
.liberikan pembinaan.

B. Kaiian Sosiologi Hukum
Salah satu fungsi hukum, baik

sebagai kaidah maupun sebagai
sjkap tindak atau perilaku teratur,
adalirh mernbimbing peri]aku ma-
nusie dan bc(ujuan untuk men-
capdi kedxilaixn melalui kesera-
sian antara keteniban dengan ke-
lentraman. etau antara disiplin de

rgan kebebasan (Sockanto, I988:
1). Suam sikap tindak atau prilaku

hukum dianggap efektif, apabila
sikap tindak atau perilaku pihak
lain menu.ju pada tujuan yang
dikehendaki, arlinya rptibila pihak
lain tersebut memenuhi hukum
(Soekanto, l98E: 3). Dikaitkan
dengan hal tersebut, naka diper-
tanyakan apakah efektivitas Perda
Nomor 5 Tahun 1978 berpeng.r-
ruh terhadap pernbinaan pedagang
kaki iima di DKI Jakarta dengan
ketersediaan ruang publik. tata
kota, dan estetika ruang kota.

Dalam kaitan di atas, Soerjono
Soekanto (1988) berpendapat "a-
pabila seseorang mengataken sua

tu kaidah hukum berhasil atau ga-
gal inencapai tujuannya, maka hal
itu biasanya diukur dari apakah
pengaruhnya berhasil nlengulur
sikap tindak arau perilaku tertcntu.
sehingga sesuai dengan tujuannya
atau tidak (Taneko, 1933: ,19). Se-

mentara itu dikatakan oleh David
Krcch, Richard S. Crutchfield,
dan E.L. Ballachey bahwa sikap
"a iludc" sebagai "the social dc
tiofls of tlrc indivirlual re.l"Lects his
attitudes enduritq s\stems of po-
silive or negatire evtlualions,
emotional feelings, Lltul pro and
contra action tend(ncies wilh
respect to socidl orjec$ (Krech,
1982: 49), artinya tingkah laku
sosial merupakan refleksi dari
sikap yang dimilikinya sedaigkdn
sikap itu sendiri diartikan scbagai
suatu sistem yang tersusun oleh
komponen-komponen penilaiaD
yang positif alau ncgatif, pcra-



③

「

¨¨M淵粽ら‖耐柵脚鰐
s;rln. (lxn kcccndcruns D LlnlLlk

bertingkah laku pro atau kontra
tcrhadap sesuatu objek tertentu.

Eugen Ehrlich (1936) menya
takan bahwa "hukum positif ha-
nya akan efektif apabila hukum
tersebut selaras dengan hukum
yang hidup (llvi,r.g lar) di dalam
masyarakat". Apa yang diung
kupkan Ehrlich tadi, pada dasar-
nya memperlihatkan adanya per-
bedaan antara hukum positif di
salu pihak dcngan hukum yang
hidup di pihak lain, yaitu prinsip
prinsip yang mcndasari perilaku
masyarakat yang terwLrjud dalam
perllaku aktual. Pendek kata,
Ehrlich ingin nrengatakan bahwa
ada perbedaan antara 'pcrilaku
yang dirumuskan dalam undang
undang "dcngan' perilaku yang
ada dalam kenyataan. yaitu dalam
masyarakat (Taneko, 1993: 6).
Jika perbedaan ini tcrjadi maka
hukum positif akan dilmggar,
bahkan ditinggalkan masyarakat.
sehingga dapat dikatakan hukum
positif tersebut tidak efektif. Seba-

liknya jika hukum positif se.jalan

dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat, maka hukum positit'
itu dikatakan efektif (Chatarinn

Krisya, 1999; 20).
Menurut teori aksi (dclioD

rh"orl), efektivitas hukum ialah
tentang hal berlakunya hukum.
Berlakunya hukum, pada dasarya
merupakan temuan studi, yailu te-
muan selelah melakukan perban-
dingan antara ideal huku:n dengan

rcirlill lrLrltlr]r. Itcirlilx lrukLrnr rrc
n)angkut pcrilaku yang dicermin-
kan dalanr sikap dan lindakan ma-
syarakat. Apabila hukum itu di
nyatakan be.laku, berarti kita
menemukan perilaku hukum yaitu
perilaku yang scsuai dengan ideal
hukum (Taneko. 1993: 55).

Dari pcndapat di utas, secara

teorilis, lampak bahwa ada hu-
bungan pengaruh aotara Perda
Nomor 5 Tahun 1978 dcngan
pembinaan pedagang kaki lima.
Permasalahannya apakah hubung-
an pengaruh ini dapat dibuktikan
secara emplris atau dapal terjadi
senyatanya di lapangan? Hal ini
lah yang rnendorong dilakukannya
penelitian mengenai hal tcrsebut.

C. Pedagang Kaki Lima DKI
.lakarta

1. Profil
Indonesia. menurut data lndi-

karcr Ketenagakerjaan dari Badan
Pusat Statistik (BPS), November
2003, memiliki 64,4 persen pcn

duduk bekerja di sektor informal.
Di pedesaan. scktor informal di-
dominasi oleh sektor pcrtanian
(80.6 per\cn), sedangkan seklor
inlbrmal di perkotaan didominasi
oleh seklor pcrdagangan (.11.4

persen) (Deden Rukmanq 2005:
2E).

Menurut data statistik yang
disajikan Badan Pusat Stalistik
(BPS) 2005, pada Februari 2005
tedihat peningkatan fantastis pe-
glngguran di kalangan pemuda.
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ll tuk penduduk usia l5 rahun ke
xtas.jurnlahnyx tercatat 155.5 juta.
Da|i jumlah tersebut angkatan ke
rjanli mcncapai l05.u jura. Dari
angkilan kcrja tersebut yang be-
kcrja adalah scbanyak 94.9 juta,
dan pcngangguran terbuka 10.9
jL(a. Selain pengangguran absolut
i1u. masih ada vang masuk kate-
gort utuk:r .rrp1or,/7rert sebanyak
ll.2 .jutiL. Berarti saat ilu jumlah
pengangguran mencapai 42,1 juta
orang.

BcrdNarkan catatan Asosiasi
Pedugang Kaki Lima lndonesia,
dari l'11 ribu pedagang di Jakarta,
baru l0 ribu yang sudah ditata
oleh pemerintah (Anonim, 2005:
:1). Badan Pusat Statistik (BPS)
nienghitung pedagang kaki Iima
Jlkxrta menyetor pungutan liar Rp
53..1 mjlyar/tahun, dengan omzet
Rp .12.3 milyar/hari (Satyawan
Sunito.2002: 2).

Pcrda No:nor 11 Tahun 1988
tentang Ketertiban Umum Dalam
Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta vang merupakan produk
hukum yang sah dalam mener-
libkan PKL (Anonim, 2006: 4)
nren\'iitakan bahwa (Pasal l6)t
a Setiap orang dilarang menem-

patkan bcnda bcnda dengan
mlksud untuk melakukan sua
lu usaha di jalan. di pinggir rel
keretu api, jalur hijau, taman
dan tcmpat-tempat umum ke-
cuali di tempat tempat yang
diizinkan oleh Gubernur Ke-
pirlu Direrah.

b Setiap orang atau badan dila
rang menjajakan barang da-
gangan, membagikan selcbar-
an atiu melakukan usaha
usaha tertentu dengan meng
harapkan imbalan di jalln,
jalur hi.jau, taman dan tempat-
tempat umum, kecuali di
tempat-tempal yang ditetap-
kan Gubernur Kcpala Daerah.
Kendala yang dihadapi oleh

pemcrintah dalam membina pcda-
gang kaki iima adalah soal har-
monisasi antara pedagang kaki
lima dengan ketersediaan ruang
publik, tata kota, dan estetika
ruang kota.

Karakteristik kawasan pener
tiban menurut Bambang W.S. dan
Sri kstari M. ialah kawasan vang
paling strategis baik ditinj u dari
ketersediaan rutc angkutan umum,
perpindahan rute tranportasi, pu-
sat perdagangan, maupun kede
katan dcngan stasiun kercta api,
misalnya antara lain Pasar Scnen.
Pasar Tanah Abang, Pasar Glo-
dok, terminal Blok M dan lainnya,
sehingga secara empiris para PKL
mengetahui bahwa di kawasan
tersebut kerumunan massa jauh
lebih banyak jika dibandingkan
dengan kawasan lajn. Mereka ber-
asumsi jika bisa berjualan di ka
wasan ini, mercka akan memper-
oleh marjin usaha yang lebih
besar dibandingkan jika mereka
berjualan di kawasan lainnya.

Kawasan tcrsebut di atas me-
ngakibatkan kemacet n lalu-linlas
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parah seliap harinya, baik di pagi

hari maupun sore hari. khususnYa
pada jam-jam sibuk kantor ketika
pegawai berangkat ke kantor,
istirahat makan siang dan kembali
ke rum+h. Belum lagi pedlaku
pcngemudi angkutan un'lum me-

nunggu penumpang sebagai salah
satu faktor penyebebnya.

PKL di kawasan ini umumnya
bcrasal dari luar Jakarta, dan sele-

bihnya penduduk setempat. Hal
ini dapat didengar dari dialek
mereka berbicara. Jenis komoditas
yang dijual umumnya m^kanan
dan minuman, kemudian pakaian

dan asesoris sena barang kclon-
tong, buah-buahan dan tanaman

serta barang bekas-

Modal awal PKL umumnYa
berasal dari modal sendiri, se-

dangkan lainnya mendapat modal
awal dari pihak ketiga sepcrti
konsirryasi. Mereka berjualan se-

lama seminggu 7 hari tanpa isti-
rahat dan lainnya 3-4 hari, karena
konsumcnnya yang kebanyakan

bersifat campuran dalam arti Pem-
belinya bcrsifat tetap dan tidak te
lap. Semenlara aktivilas berjualan
mereka bervariasi aktivitasnya
yakni berju alan di pagi hari saja,

pagj sampai siang, pagi sampai
sorc

dan

SC―

ba―

ga]

nya

Umumnya PKL yang berjual-
al1 mcnggunakan gerobak dorong

atau menggelar dagangan dengan

lapak atau tenda- I\4ereka bersedia
dirclokasi sclama banyak pembcli,
tidak ada pungutan liar, jaminan

kclmanan. serta i.jin iualan Yang
pcrrnanen.

Lokasi jualan PKL lebih ba-

nyak rnelegunakun trotoar atau

bchu Jalan dan tempat parkir.
Sisanya menggunakan sarana lain,
seperti pemisah jalan. di depan to-
ko atau lahan Jalur hijau. Umum-
nva mereka membayar rctribusi
baik rcsmi maupun sctengah

resmi.
Pelanggarln aturan tempat Ll-

saha dan ketcrtiban umum jika di-
biarkan, tanpa pendidikan, penya
daran hukunr scrta sanksi, akan

bcrdampak negatif dan dikhawa-
tirkan merembet ke masyarakat
lainnya untuk ikut-ikutan melang-
gar aturan dan hukum.

2. Tabel Jumlah Penduduk
Propinsi DKI Jakarta
Penduduk DKI lakaria dan

penvebarilnnYa tamaPk sebagai

berikut:

wilayah LK
VヽNI

PR
WNI

Junnlah

WNI
LK
VヽNA

PR
VヽNA

Julniah

WNA
Total

440 102 436700 871802 1141 1 0,, 2220 87'022

6t4494 576083 | 180S,7 2S■ 2,5 Sl, 1 181 0,6

Jakart,

3nl,t

78,6'2 ,70S,2 1 510561 ,30 118 ,,8 1 56]542



,06224 823,37 1 710161 367 238 615 1 7]1766

Jtt,11,
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1 1362,4 1006654 2142928 111 91 202 2 1■ 3 130

,,22 9808 |,73() 0 0 0 197]0

Total 3886688 3624074 7510762 2433 20,I 4524 7515286
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Sunrbcr : Din.rs Kependuduksn
Drrn Calatrn Sipil I'ropinsi DKI
Yrun.r. Aguslus 2006

Jumlah dan pcnyebaran
pendudukan DKI Jakarta di atas,

dapat juga dilihat dari grafik di
bawah ini:

D. Pemberda-vaanPedagang
Kaki Lima
Kata pcmbinaan mengacu pa-

da pengertian bekerja keras mem-
bangun sepeni dalam pembinaan

pedagang kaki
lima yakni be-
kerja kcras

membangun
pedagang kaki
lima yang da-
pat berdagang
sesuai dengan
peraturan Per-
undang-unda
ngan yang me
ngaturnya de

ngan tujuan
rnencapai hi-
dup yxllg le-
bih layak.

Perda
nomor 5 Ta

Elakarta Barat hun 1978 su-

E l(ep. seribLr dith beruPcYe

dengrn tuJU an

mernbina. se

bagaimana disebutkan pada Pasal

5 ayat (l) yang menyatakan bah-
wa Pemerintah Daerah bertugas

Gra,lk Persebaran Pgnduatlk DKII'akarta
Bulan 08/2006

n l,k:rtr F!:iet

E likirtr 5e atni

a lnkirta Llt.ra

I lakarta I n!r
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menyelenggarakan pembinaan Pe-
dxgang kaki lima di wilayahnya,
dan ayat (2) lcbih lanjut me
nyatakan bahwa dalam menga-

dakan pembinaan dimaksud, Pe

merintah Daerah berkewajiban
rnemberikan bimbingan dan pe-

nyulLlhan scna cara-cara berusaha
para pedagang kaki lima dan

rnemberikan asistcnsi dalam Pro
ses pengembangan usahanya. Na-
mun demikian jumlah penduduk
dan luas wilayah serta sulitnya
mendapatkan pekerjaan mcndo-
rong warga pendatang berbuka
usaha dengan berdagang di tempat
larangan berjualan. lni menyulit-
kan pemerintah daerah melakukan
pembinaan.

Kajian PKL lidak dapat dilihat
secara mikro dengan disiplin ilmu
rertenru, letapi lebih bcrsifdl
makro antarbidang disiplin ilmu.
perelitian ini hanya sebuah arvai

dcngan pendekatan sosiologi hu
kum dalam menyikapi PKL yang

scmakin hari semakin memer
lukan pcmbinaan dan pcnanangan
yang arif dari Pemerintah Daerah
DKI Jakarta, seperti yang telah
diatur dalam Perda Nomor 5

Tahun 1978. Indikasi pembinaan
sesuai dengan Pasal 5 yakni Pe

mcrintah Daerah bertugas rnenye'
lenggarakan pembinaan pedagang

kaki lima di wilayahnye dan ber-
kewajiban mcmberikan bimbing
an dan penyuluhan serla cara_cara

berusaha PKL. Dengan demikian
pernbinaan PKL dapat diiakukan

dengan nrclakukan kegiatan pem-
berdayaan kepada PKI secara

dcmokratis- PKI dilibatkan dalam
per-necahan nasalah mereka. dan

bukan dengan penggusuran, apa

lagi pcnggusuran untuk kcpen-
tingan pengcmbangan Mal atau

pasir-pasar nrodern. Kebijakan
"bottom up' ini dapat dilakukan
dcngan pemberdayaan melalui
program pcmbinaan, Pcnataan,
dan pcnertiban scperti:
i. Program Penlbinaan PKL

a Pcmbenlllkan Kopcrasi
yang beranggotakan Para
PKL,

b Bantuan Bank untuk Pe-
nanrbahan modal usaha-

c Penyuluhan mandemen
PKL,

d Pe:rrbcrian insentif retri-
blrsi agar PKL dapat bcr-
kembang dengan pcsat.

e Pcndirian lapak yang sc

rasi dengan estetika ruang
kota.

f Bantuen sarana usaha se_

pcrti gerobak dan lainnya.
2. Program Penataan PKL

a Pembetesan jam opcrasi
PKL Llntlrk menghindari
kemacelan dan kescmera-
wutan kcndaraan.

b Pembalasan kawasan usa-
ha, seperti bukai di tem-

Pilt tcmpat Yang daPal

mengganggu kelertiban

c Pcmbutasan luas usaha
PKL :nisalnya ),5 X 0,5
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rreter dcngan jirak satu
nreler satu dcngan lainnya
ilsar dtpat menampung
)ebih banyek PKL.

d Pengenaan rctribusi atilu
prjak bagi kawasan yang
mengarah pada gangguan
1ljlu-lintas. cstetika dan
leinnya.

3. Plogram Pcnertiban PKL
l Pemindahan iempal usaha

bagi pedagang yang meng
glnggu lalu lintas.

b Pengenaan rctribusi atau
pajak untuk pengembang-
an ditn pendapulan daerah.

c Penulupan usaha bagi me-
reka yang nyata meng-
ganggu kctcrtiban umum.

d PeneSakan hukum bagi
PKL yang melanggar ke-
lentuan yang bealaku.

I)engirn demikian, dalam pem-
berclayuan PKL ierdapat kelom-
pok kewasxn yang membutuhkan
pembinaan, penataan, dan ke-
lompok kawasan penertiban. Hal
inl seperti dikutip dari Harian
Tempo (Anonim, 2004:...), bah-
\\a penggusuran yang akan dila-
kukan dalarn waktu dekat yakni
pedagang di jalan sepanjang.jalan
Kramat Raya. Untuk penanganan
pedagang kaki lima di lokasi ini
rncnurLlt Muhayat dilakukan de-
ng.tn berlragiri opsi penertiban.
Untuk pedagang binaan seperti
pedagang buku bekas dan peda-
gang Nasi Kapau akan dilakukan
penjadwakrn (pcneli!i), yakni

pihak Pemda akan mencntukan
jam-jam tcrtentu yang diperbo-
lchkan bagi pedagang untuk ber-
jualan. Opsi lainnya adulxh Pcm
da tidak akan mcmbcri perpan-
jangan (penelili) ijin bagi pc-
dagang yanE saat ini memperoleh
i.jin berjualan di area publik.
"Kita akan beri kesempatan sanr
pai ijinnya habis". Sedangkan
untuk pedagang liar Pemda akan
bersikap tegas yakni nrcreka ha-
rus meninggalkan lokasi tersebut.

Mcnurut Walikora. drl m
.angka penertiban pedagang kaki
Iima ini Pemerintah harus bcr
orentasi pada kesejahtcraan rak-
yat. Namun kesejahteraan ini,
menurutnya, hanya dituiukan ke-
pada warga Jakarta. 'Kalau
mereka bukan warga Jrkarta ma
ka mereka tidak menladi target'.
Diakui Walikota dari ribuan
jumlah pedagang kaki lima yang
saat ini lersebar di sejumlah jalun
sekitar 90 persen merupakan
warSa pendatang (pencliti).

KESIN{PULAN
Berdasarkan uraian di atas.

dapat diambil kesimpulan sebagai
herikut:
1. Keterbatasan data penelitian

ini tidak dapat nrcmberikan
informasi mengenxi deskriptif
xnalitik, sehingga tidak dapiLt
dijadikan bahan pengambilan
keputusan yang bersifat final.

V.
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Untuk mcmpert.r.jam hasil
analisis, diperlukan penelitian
yang lcbih rncndahm.
Kehadiran PKI semakin hari
scmakin rnemerlukan perha-
tian pemerinlah daerah. meng-
ingat angka pengangguran se-

makin meningkat. Untuk itu
diperlukan penanganan yang

urif. Mcnata apalagi meng
gusur PKL akan meni:nbulkan
implikasi yang beraga:n kare-
na masalah PKL menyangkut
banyak pihak yang berkc
pcntingan. Misalnya PKI ber-
usaha menguasai seluruh tro-
toar, di lain pihak masyarakat
merasa bahwa pembaogunan
kota yaog dilaksanakan de-
ngan pajak rakyat hanya di-
nikmati PKL tanpa mempcr
hatikan aturan hukum, dan

tanpa tenggang rasa terhadap
pengguna lroloar.
Himbauan Kcmenterian Kope-
rasi. Usaha Kecil dan Menc
ngah RI agar seluruh peme-

rintah kota./kabupaten segera

mengimplementasikan keber
pihakan tcrhadap PKL yang

diatur UU Nomor 5 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil
dengan mengeluarkan peratur-
an daerah tentang Pedagang
Kaki Linla perlu dilanggapi
secara sungguh-sungguh, se

hingga dapat memberikan ke-
pastian usaha kepada PKL

DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2006). "Penertiban PKL di

Julrncgaril didukung wxrga' .

Itttp://tittut - iakarta. gr.,. id, Rabu,
08 Novcmher.

pcrda tentang pedlgang kaki
lima". http.-/hrww.depkop.go.il
/i ndex. php !.'p I iotl= u)m c ante t
&rask-rier. &id = 5 36 &lt enticl= I
69, Rdr&, 28 September.

(2005). "Kemcnkop: Buat

(2005) .ヽ111laran Uang Liar

dari Kaki Lima". htrpllwrvs.
pasdrjaya..onr/indcx.phploption=com c

ontent&trsk=!rew&id= I 2&Ilcmid=26&

lans=id, Minggu, 03 Oktober.

David Krech. Richard S. Crutchfield,
dan E.L. Ballachey. (1982). lrdt
ridual it Sociefl. Tokyo: Mc.
GriiwHill Kogakusha.

Deden, Rukmana. (2005). "Pedagang

Kaki Limu dan Inforrnalitas
Pcrkota!n'.http://www.uplink.or.
id/conlent/!icw/2 1 2/68/lang,id/,
Rabu, 21 Desember.

Ehrlich,Eugene. |1936)- FundaDte tal
l'rinciples of tlrc kriology oJ

a,rn'(translated by W.L. Harvard
flniversity Press), Ncw York:
Harvard liniver sity Press.

Friedrren, L.M. ll91'7). Luw and So

.l?n. Ne$ Jcrscy: Prentice Hall.

3



んマ■〃びκιIV I・ 0■s ′ヽ ′Sy4ⅣιハR′ 2θθ

` ⑩
Gillin and Gillin. (1954). CuhuraL So Soekanro, Soerjono. (1988J. Efekti

.i.)log). New York: The Mac. yitus Hukum tltn porann
Millan Co:npany- Sanksi. Bandung: Rcmaclja

Karya.
Johnson. Alvin S. (1994). Sorir.,logi

F/,rkrlri. Jtkitrla: Rincka Cipta.

Krisle. Clhalarina. (I999). "Hubungan
ilnlarl Efektivitas Hukum Kcsc-
lamatan Dan Kesehatan Ke{a
dengan ProdLlktivitas Kerja
(Studi Kasus P.T. Elkom Total.)"
Jurnal Era Hukum.

Mayhcw. Leon. (1966). The So-
ciology of Law. Talcott Parsons

ied.) Ktloiledge Anl Socien.
Carnbridge, Mass: The Voice of
America Forum Lectures.

Podgorecki, Adam dan Christopher J.
Whclan. 11987). Pendekatan
Sosi oktgi.r terhdddp Hukum.
Jaka(a: PT Bina Aksara.

Poerwadarminta, W.J.S. (1986).
Katnu.r Unum Bahasa Inrlonesia.
Jakarta: PN Balai Pustaka.

Ritzer. Georec Douglas J. Goodman.
l2OO5). Teori Sosiologi Moclern-
Jakarta: Prcnada Media..

Satyawan, Suniio. (2002). "Agenda
Pemberdayaan Masyarakat Dc-
sa'. http://$w\r unisosdem.org/ekopol

dc tril. th I laid=26 I &coid=2&caid=30,
Tahun-

(2001). Pokok-pokok So.ri-
okryi Hukun. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Sudarrnad.ji, Bambang Wahyu dan Sri
Leslari Muna.jati. (taipa rahun)
Makatah. Klasiflkasi Dan Ka1ian
Spasial Kawasan Pedagaog Kaki
Lima di Kota Bogor.

Taneko, Soleman B. (1993). Poloi,
pokok Struli Hukun dalam Mu-
syarakdt. )akatta: Raja Grafindo
Persada.

Wignjosocbroto. Soetandyo. (2002).
Hukum Paradigna, Metode ddn
Dinamika Masalahwd- Jakafta:
ELSAM dan Huma.

Yulianta, Arman. (tanpa tahun)
Makalalt. Petlagang Kaki Lima
Dan Keindahan Kota.

Yulyanto. (2006). "Mimpi Bang Yos
Membebaskan Jakarta dari
Kemacetan".httpr//www.penulisl
epas. con v2l?p=173#morc 173,
Kamis, 13 November.


